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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif
yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
betlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan
informasi aktual;

il. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

ili. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepetluan
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram,
atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huraf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banvak Rp500.000.000.00 (lima ratus iuta rupiah).
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KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wh.,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya
merasa terhormat dapat memberikan sambutan untuk buku yang
betjudul, "Tindak Pidana Pemilu di Indonesia." Buku ini hadir pada
saat yang sangat tepat, di mana isu-isu seputar keadilan dan
transparansi dalam pemilihan umum menjadi topik utama yang
perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua.

Sebagai dosen yang mendalami hukum pidana dan sistem peradilan
pidana, saya memahami betul bahwa pemilihan umum merupakan
salah satu pilar utama dalam demokrasi. Namun, tak dapat
dipungkiri, pemilu juga sering kali menjadi arena bagi berbagai
tindak pidana yang dapat merusak integritas proses demokrasi itu
sendiri. Buku ini mengupas berbagai jenis tindak pidana yang sering
terjadi dalam konteks pemilu di Indonesia, serta menawarkan solusi
penegakan hukum yang diperlukan untuk mengatasinya.

Penulis buku memberikan analisis mengenai kasus-kasus tindak
pidana pemilu, seperti money politics, pelanggaran kampanye, dan
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Lebih dari itu, buku ini
juga menyajikan data yang relevan dan solusi konkret untuk
mengatasi berbagai pelanggaran tersebut, sehingga dapat menjadi
panduan yang sangat berharga bagi penegak hukum, akademisi, dan
masyarakat luas.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, buku ini memberikan
pandangan yang komprehensif tentang bagaimana penegakan
hukum terhadap tindak pidana pemilu seharusnya dilakukan. Penulis
menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang jelas,
aparat penegak hukum yang kompeten, serta kesadaran masyarakat
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dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Semua elemen ini sangat
krusial untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi dalam studi tindak
pidana pemilu dan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana
yang lebih baik di Indonesia.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku
ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi
perkembangan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana di
Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

Malang, Juli 2024
Ketua ASPERHUPIKI

Fachrizal Afandi, PhD
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Penulis mampu
menyelesaikan penyusunan buku hukum ini yang berjudul
Tindak Pidana Pemiln Di Indonesia. Buku ini mencoba mengupas
pandangan terkait tindak pidana yang terjadi di dalam
kontestasi pemilihan umum yang dinilai akan merusak citra
berdemokrasi di Indonesia. Para ahli yang menuangkan
pikirannya di dalam teori hukum pidana dimuat di dalam buku
ini yang pada prinsipnya tindak pidana Pemilu bertentangan
dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Pompe bahwasanya tindak pidana dimaknai
sebagai Strafbaar feit yang berarti upaya yang mengganggu tertib
hukum yang ada sehingga pelaku harus dihukum untuk
terpenuhinya ketertiban umum masyarakat. Selanjutnya
Pemilihan Umum merupakan suatu wahana berkompetisi bagi
partai politik nasional dan orang-orang yang berupaya untuk
menjadi wakil rakyat serta pemimpin struktur eksekutif yang
ada. Pemilihan umum merupakan cerminan demokrasi
nasional.

Salah satu syarat utama demokrasi adalah adanya sistem
pemilihan umum yang jujur dan adil. Perangkat hukum yang
mengatur proses pemilu memastikan pemilu yang jujur dan
adil. Ini juga memungkinkan kandidat, pemilih, pemantau,
penyelenggara, dan warga negara pada umumnya dari
ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan
praktik curang lainnya yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
Oleh karena itu, untuk pemilu yang jujur dan adil diperlukan
peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu
dan aparat yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

Setiap kali pemilu dilakukan, selalu ada kritik tentang

UNIVEng?{eXSaMEﬁ)&W%ﬁ}éE{Ahukum pemilu. Isu ini berasal dari fakta
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bahwa begitu banyak pelanggaran administrasi dan tindak
pidana pemilu yang belum ditangani secara menyeluruh.
Sebagaimana menurut data yang dipublikasikan oleh Bawalu RI
(Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia),
terdapat 548 pelanggaran pidana selama bulan Mei 2019. Dari
jumlah tersebut, 114 kasus menerima keputusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus ini tersebar di 29
provinsi. Berdasarkan substansi pelanggarannya, 3 (tiga) kasus
teratas yang terjadi yakni berkaitan dengan money politic yang
sangat merajalela, yaitu 25 putusan, disusul pelanggaran
kampanye sebanyak 20 putusan, dan kasus kepala desa yang
berpihak sebanyak 18 putusan. Apabila menelisik lebih jauh,
bahwa tindak pidana pemilu sangat banyak terjadi. Akan tetapi
mentok ditengah jalan dan tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Hal ini disebabkan ketidakseriusannya aparat penyelenggara
pemilu, dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu)
serta minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi
pelaksanaan pemilihan umum.

Maraknya kasus tindak pidana Pemilu tersebut
mengindikasikan bahwa sampai pelaksanaan Pemilu 2019
seakan-akan kita masih berjalan di dalam proses eksperimentasi
yang tidak pernah selesai tentang bagaimana kita membangun
demokrasi dan menyelenggarakan Pemilu guna membangun
sebuah negara demokrasi konstitusional. Kasus-kasus tindak
pidana Pemilu tidak diiringi dengan kewenangan penanganan
aparat penegak hukum yang memadai.

Selain itu, peraturan perundangan-undangan saat ini
tidak membatasi keberatan terhadap keputusan penyelenggara
pemilu. Memang, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan
perselisihan  yang berkaitan dengan hasil pemilu yang
ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU
tetapi bagaimana dengan keberatan yang berkaitan dengan
masalah lain bukan hasil pemilu yang juga diputuskan oleh

enyelenggara pemilu? Banyak kasus pelanggaran administrasi
UNIVER ITA&%/IEDAN AREA
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pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyak kasus keberatan
atas keputusan penyelenggara pemilu yang tidak diproses atau
tidak ditindaklanjuti. Di satu sisi, hal ini mendorong
demonstrasi yang dapat mengarah pada kekerasan, tetapi di sisi
lain, hal ini mengurangi kredibilitas hasil pemilu.

Maka apabila dikaitkan dengan tindak pidana Pemilu
akan diperoleh sebuah pernyataan bahwa tindak pidana ini
adalah suatu tindakan atau perbuatan yang digolongkan pidana
yang terjadi di dalam ranah pemilihan umum. Tindak pidana
pemilihan umum ini bisa dikatakan sebagai perpaduan antara
pidana umum dan pidana khusus yang terhimpun ke dalam satu
topik pembahasan yaitu berkaitan dengan tindak pidana di
dalam kontestasi pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan
umum, atau "pemilu", pada dasarnya merupakan bagian dari
rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan
pidana atau delik. Istilah "delik" atau "tindak pidana pemilu"
lebih khusus karena hanya mengacu pada tindak pidana yang
terjadi selama proses pemilu. Menurut Pasal 1 angka 2 Perma
1/2018, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau
kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu.

Namun, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang
Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu)
adalah sarana kedaulatan rakyat melalui pemilihan yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Oleh
karenanya, tindak pidana yang identik dengan kejahatan dan
pelanggaran, maka tindak pidana pemilu merupakan tindak
kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan
tertentu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di dalam
kontestasi pemilihan umum dinilai tidak berjalan dengan baik.
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Hal ini disinyalir terdapat ketidak maksimalnya substansi
hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum di dalam
masyarakat. Sehingga menimbulkan praktik demokrasi yang
buruk dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak
kejahatan pemilu tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu,
buku ini merekomendasikan agar materi peraturan perundang-
undangan pemilu harus diperbarui, diperjelas, dan dipertegas
untuk mengatasi masalah penegakan hukum pemilu tersebut.
Ada hal yang tak kalah penting adalah memperkuat lembaga
penegak hukum pemilu agar dapat beroperasi dengan baik.
Misalnya memperluas dan mempertegas kewenangan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan
Umum untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku
pelanggaran dan kejahatan pidana di dalam kontestasi
Pemilihan Umum. Selain itu, Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) harus dimaksimalkan. Selain itu, buku ini juga
merekomendasikan adanya lembaga peradilan khusus yang
menangani permasalahan Tindak Pidana di dalam kontestasi
pemilihan umum. Hal ini akan lebih maksimal jika dibanding
upaya penyelesatkan sengketa pemilihan umum harus
diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilandasi bahwa
apabila setiap sengketa harus menempuh hingga Mahkamah
Konstitusi, maka akan terlampau sulit kasus demi kasus tindak
pidana di dalam kontestasi pemilihan umum akan diselesaikan,
sechingga akan terputus ditengah jalan. Sehingga hukum
nantinya tidak akan ditegakkan dengan serius. Maka
dibutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan
khusus memeriksa dan mengadili terkait adanya tindak pidana
dan pelanggaran aturan di dalam kontestasi pemilihan umum.
Kesuksesan di dalam penulisan buku tentang Tindak
Pidana di dalam Pemilihan Umum ini atas prakarsa dari
berbagai pihak yang turut serta di dalam membantu penulisan
buku ini. Oleh karenanya, penulis menghaturkan ucapan terima
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian
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penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga segala kebaikan
yang saudara/saudari berikan mendapatkan kelimpahan
rahmat rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis mencoba untuk mengupas permasalahan dengan
pengayaan berbagai pandangan ahli dipadukan menjadi satu dit

ambah lagi referensi yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan yang ada. Pengayaan ini dibutuhkan demi
ketajaman pembahasan buku ini. Oleh karenanya, demi
kesempurnaan buku ini, Penulis memohonkan masukan yang
bersifat konstruktif demi kebaikan bersama di masa
mendatang. Kekhilafan tidak pernah luput dari manusia dan
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Teriring
ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu hingga terbitnya buku ini. Demikian yang
dapat disampaikan, terima kasih.
W assalamualaiknm

Medan, Juli 2024

Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

xi
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini daA%rgqe lsagﬁ%l&aga %lgi]é%rrlg% }rzlgna[grllé‘{(irbs}l}afsz%edan Area



Andi Hakim Lubis, Fahrizal S. Siagian - Tindak Pidana Pemilu

DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ..ouittiiteirtnirenerenerenerescrsscssseessesssssssessssssnes A\
KATA PENGANTAR ...ouevtiettierterrnerreerrneesseessessseessesssesssees VII
DAFTAR ISL...aeeuiiuireeirreirrnerrnerrnerrncerseesseessesssesssesssesssesssees XI1
BAB I PENDAHULUAN .....cottitttirttereeeernerenesescrescesserssessscesnes 1
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG
PEMILIHAN UMUDM....ccotuirteirrnereeerencerncrencrsscessesenes 9
A. DEFENISI DAN INTERPRETASL.....vteeteeteeeeeeeeeeeeesreeseesreeseennes 9
B. TUJuAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM........c.cccu..... 14
C. RUANG LINGKUP DAN PENERAPAN.....coovtteeeeeereeeereeeeeeeenneens 25
D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMILU ...vtivoiiiieeeeeeereeeeeeeeeeeeeneens 29
E. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMILU ..cccvvvvvivreeennenn. 32
F. DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMILU....covveeeeeeeeeeeenenne 33
BAB III PELANGGARAN TERHADAP INTEGRITAS
PEMILU ...ccovriitiieiruienireeenereersersesssssssssssssssesssssssanss 36
A. PENIPUAN HASIL PEMILU ..oiiottiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeseeesenees 39
B. PENDAFTARAN PEMILIH YANG TIDAK SAH..cccovvveveeeeeeeennen. 43
C. MANIPULASI HASIL PEMILU woovvteieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 50
D. KAMPANYE PALSU ATAU MENYESATKAN ...ovvtvivvvieeerreeennanne 55
E. PEMALSUAN SUARA . .ciiottteetteeete et eeeeeeeeeeeeeeeeseeesseesseesseessnneens 59
F. INTIMIDASI PEMILIH....cooootttiiiiieeeeiieeeeseeeeeessneeesssreeesssnseesssnnns 65
G. PEMBIAYAAN KAMPANYE ILEGAL..coooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 71
H. PELANGGARAN ETIKA KAMPANYE....cooovtteirireeerireeeerineeesninne 87
BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMILU ...uuouiitiiiiiiienienieeeeniessesisssessessessesssesssssssnssns 112
A. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU..cccoovveveeeeeeeeeeenns 112
B. TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMIIU......115
C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU...cccivvvieeivieeeeeenneen. 117
DAFTAR PUSTALKA ..o ttietirtietetteeteenceeeessessessseseesesssessssssans 121
BIODATA PEINULIS ..covtittittietietietietieeeeeeeseeseesecseessessssnses 125
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 16/7/24

X11
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini daAam beEtuk apa unlyéangelll}rzllan Lgn ﬁ%sﬁaszedan Area



Andi Hakim Lubis, Fahrizal S. Siagian - Tindak Pidana Pemilu

BAB 1
PENDAHULUAN

Sejarah politik Indonesia modern mencatat bahwa setiap kali
pemilihan umum, atau pemilu, muncul kritikan yang meragukan
proses dan hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu
selama Orde Baru, tetapi juga pada masa reformasi dan pasca
reformasi yakni Pemilu 1999, Pemilu Legislatif 2004, dan Pemilu
Presiden 2004. Protes bahkan terjadi di Pemilu 1955, yang dianggap
sebagai yang paling bersih. Seiring dengan berlangsungnya
pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) pada tahun 2005, daftar
protes ketidakpuasan terhadap pemilu semakin bertambah. Di satu
sisi, ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu itu disebabkan
oleh banyaknya pelanggaran peraturan pemilu yang belum
diselesaikan; di sisi lain, ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh
perasaan terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang tidak adil.

Pada Pemilu 1955, partai-partai oposisi menuduh Panitia
Pemilihan Indonesia sengaja memperlambat pembentukan panitia
pelaksana pemilu di daerah untuk memasukkan kandidat yang dapat
menguntungkan partai pemerintah. Dengan kata lain, mereka
menuduh panitia pelaksana pemilu di daerah yang dibentuk oleh
Panitia Pemilihan Indonesia tidak independen.

Pelanggaran hukum marak selama Orde Baru karena pemilu
dirancang untuk memenangkan partai pemerintah. Panwaslak
Pemilu telah ada sejak Pemilu 1982, tetapi tujuan sebenarnya adalah
untuk mengurangi ketidakpuasan karena pelanggaran terjadi, bukan
untuk menyelesaikan pelanggaran itu sendiri.Namun, hasil Pemilu
1999 hampir tidak dapat disahkan karena sebagian besar anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berasal dari partai politik
menolak menandatangani hasil penghitungan suara nasional.
Alasannya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses
pemilu, sehingga hasilnya tidak dapat divalidasi. Sejumlah partai juga
melakukan hal yang sama saat menilai hasil Pemilu Legislatif 2004.
Mereka bahkan menuntut pemilu ulang.

Sepanjang Pemilu Presiden 2004, Abdurrahman Wahid dan
massa pendukungnya terus melakukan protes setelah KPU menolak
namanya dalam daftar calon presiden. Terakhir, proses Pilkada 2005
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merasa dicurangi oleh orang lain dan penyelenggara, massa
pendukung pasangan calon yang kalah melakukan aksi anarkis di
berbagai tempat. Ada masalah penegakan hukum dalam setiap
penyelenggaraan pemilu. Ketidakpuasan atas proses dan hasil
pemilu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang tidak dapat
diselesaikan, serta perasaan bahwa penyelenggara  telah
memperlakukan mereka tidak adil. Jika masalah ini tidak segera
diselesaikan, hal itu akan menyebabkan protes yang terus-menerus
dari mereka yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, dicurangi,
atau diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, protes-protes ini pada
akhirnya dapat membuat hasil pemilu tidak sah. Problem penegakan
hukum pemilu harus diselesaikan secara menyeluruh jika kita ingin
pemilu yang jujur dan adil dan mencegah delegitimasi pemilu di
masa depan. Langkah pertama adalah menemukan penyebab
masalah tersebut, kemudian mencari solusi komprehensif untuk
masalah tersebut, dan akhirnya kita akan memiliki sistem penegakan
hukum pemilu yang adil dan jujur.

Beberapa faktor berkontribusi pada masalah penegakan
hukum pemilu tersebut. Yang pertama adalah bahwa batas terjadi-
tidaknya pelanggaran tidak jelas, yang menyebabkan banyak
interpretasi yang berbeda; kedua, tidak jelas bagaimana menangani
pelanggaran sehingga sulit; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu
tidak disiapkan dengan baik sehingga terjadi kedodoran dalam
menangani kasus-kasus yang terjadi; dan keempat, sanksi hukum
yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tidak
sesuai dengan hukum. Standar pemilu demokratis internasional
menyatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil (free and fair
elections) hanya dapat dilakukan jika ada perangkat hukum yang
mengatur semua proses pelaksanaan pemilu. Mereka juga
menyatakan bahwa pemilu tersebut dapat melindungi peserta,
kandidat, pemilih, pemantau, kandidat, dan warga negara pada
umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan,
penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat memengaruhi hasil
pemilu. Oleh karena itu, peraturan pemilu dan lembaga yang
bertanggung jawab untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil
diperlukan.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu
di Indonesia, tidak hanya perlu melengkapi dan mempertegas materi

eraturan perundan ﬁan tetapi juga perlu mempertanyakan seberapa
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efektif aparat penegak hukum pemilu beroperasi. Aparat penegak
hukum pemilu terdiri dari Panwas Pemilu dan Panwas Pemilu
Daerah, yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu dan memiliki
otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilu.
KPU/KPUD juga berfungsi sebagai penyelenggara pemilu dan
memiliki otoritas untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Penyelesaian perselisihan selain adanya pelanggaran pemilu
dan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi bertugas menyelesaikan
perselisihan hasil pemilu. Lalu ada jajaran polisi, jaksa, dan lembaga
kekuasaan  kehakiman, yang masing-masing mempunyai
kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum
pelanggar ketentuan pidana dalam pemilu. Misalnya, apakah
KPU/KPUD sudah melakukan tugasnya sebagai pemberi sanksi
terhadap pelaku pelanggaran administrasi? Ini adalah beberapa
pertanyaan yang terkait dengan penyelenggara pemilu. Apakah
organisasi dan struktur manajemen KPU/KPUD cukup efektif
untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu? Apakah ada
kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan atau yang merasa
dipetlakukan tidak adil oleh keputusan KPU/KPUD, baik yang
bersifat penetapan maupun pengaturan? Akibatnya, lembaga mana
atau lembaga mana yang memiliki otoritas untuk mengubah
keputusan yang dibuat oleh KPU/KPUD? Apakah petlu ada
peradilan pemilu khusus yang bertanggung jawab untuk menguji
keputusan KPU/KPUD agar lembaga tersebut tidak memiliki
kewenangan yang tidak proporsional? Selain itu akan muncul
pertanyaan, sejauhmana penyelenggara Pemilu misalnya Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memproses laporan dugaan
tindak pidana di dalam Kontestasi Pemilihan Umum di tengah
masyarakat ? Sampai saat ini tidak berjalannya kinerja Bawaslu dalam
memproses laporan pidana pemilu yang sering terhenti di tengah
jalan menyebabkan ini menjadi perhatian dan permasalahan kronis.

Beberapa contoh kasus di daerah misalnya, terjadi sebuah
praktik dugaan tindak pidana di dalam tahapan pemilu, laporan
sekitar 10 laporan, akan tetapi 7 yang valid dan 3 lagi dinyatakan
gugur tidak memenuhi syarat disebut sebagai tindak pidana pemilu.
Oleh karenanya, 7 laporan tersebut dibawa ke rapat gabungan
Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Akan tetapi, 7 laporan itu
dipangkas 4 laporan. Sehingga hanya tersisa 3 laporan saja yang akan

roses lebih lanjut. 4 laporan itu diberi kesempatan untuk
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melengkapi syarat formil maupun materilnya yang dinilai masih
lemah secara prosedural hukum. Akan tetapi pihak pelapor tidak
kunjung melengkapi berkas tersebut. Maka dari itu laporan dinilai
gugur. Sehingga hanya memproses 3 laporan saja. Akan tetapi 3
laporan itu proses hukumnya dinilai tidak maksimal sehingga
substansi pelanggaran pemilu atau tindak pidana di dalam pemilu
tidak bisa diungkapkan. Kondisi ini menggambarkan penegakan
hukum terhadap tindak pidana di dalam kontestasi pemilihan umum
tidak maksimal berjalan. Hal ini menyebabkan tindak pidana marak
terjadi di masyarakat.

Ketika menangani tindak pidana pelanggaran pemilu, muncul
pertanyaan mengenai seberapa efektif peran dan fungsi polisi, jaksa,
dan hakim. Apakah prosedur penanganan pidana pelanggaran
pemilu bisa dengan mudah dilakukan oleh ketiga badan tersebut?
Lalu, bagaimana posisi KPU yang berperan sebagai lembaga
perantara untuk memperjelas adanya pelanggaran pemilu? Apakah
lembaga perantara harus tetap ada atau fungsi intermediasinya
dihilangkan sehingga perkara pidana administratif ditangani
langsung oleh KPU, dan perkara pidana ditangani langsung oleh
polisi, kejaksaan, dan hakim?

Protes-protes yang menunjukkan ketidakpuasan atas proses
dan hasil pemilu, yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang
tidak dapat diselesaikan, serta keyakinan bahwa penyelenggara telah
memperlakukan orang tidak adil. Jika masalah ini tidak segera
diselesaikan, itu akan menyebabkan protes yang terus-menerus dari
orang-orang yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, dicurangi,
atau diperlakukan tidak adil. D1 sisi lain, protes-protes yang muncul
pada akhirnya dapat melegitimasi hasil pemilu.

Problem penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara
menyeluruh jika kita ingin melakukan pemilu yang jujur dan adil dan
menghindari delegitimasi pemilu di masa depan. Langkah pertama
adalah menemukan penyebab masalah tersebut, dan kemudian
mencari solusi komprehensif untuk masalah tersebut, sehingga
sistem penegakan hukum pemilu menjadi lebih baik. Kompleksitas
penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,
menurut pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya: pertama,
interpretasi dan pengusutan atau investigasi terhadap kasus
pelanggaran pidana di dalam pemilihan umum sering sekali berujung
ketidakjelasan, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda yang
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